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ABSTRAK 

Reni Dwi Gustini (2024) : Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam 

Persfektif Maslahah Mursalah.   

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pemindahan lokasi sidang keliling 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di daerah yang lebih dekat dari pengadilan, 

sementara didalam Perma no 1 Tahun 2014 dalam pasal 14 disebutkan bahwa 

pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk 

mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau 

lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, hambatan fisik atau hambatan 

geografis. Dalam artian sidang keliling dilaksanakan didaerah yang sulit 

dijangkau dan jauh dari pengadilan agar masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut 

dapat terbantu, tidak perlu pergi jauh ke pengadilan sehingga tidak perlu 

mengeluarkan biaya maupun waktu yang banyak, karena pengadilanlah yang 

datang ke daerah tersebut. Oleh karena itu penulis ingin meneliti permasalahan ini 

dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan 

Perma No 1 Tahun 2014 sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, 

apa saja faktor pertimbangan pengadilan dan bagaimana pelaksanaan sidang 

keliling tersebut dalam persfektif maslahah mursalah. Metode Penelitian ini 

bersifat kualitatif atau penelitian lapangan (Field research). Informan dalam 

penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama Siak Sri indrapura beserta 

Sekretaris Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah observasi, wawancara, study pustaka, dan dokumentasi, 

kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.  

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam 

pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam sidang keliling Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura dilakukan pemindahan lokasi sidang dengan beberapa faktor 

bahwa pada lokasi sebelumnya jumlah perkara yang masuk sedikit, masyarakat 

hanya berkonsultasi, dan pengadilan kekurangan anggota untuk melaksanakan 

sidang keliling. Menurut persfektif maslahah mursalah Pengadilan memindahkan 

lokasi sidang keliling karena demi kepentingan dan kebaikan orang banyak agar 

pelaksanaan sidang keliling lebih efisien maka dari itu dipindahkan lokasi sidang 

keliling dengan pertimbangan sehingga penetapan tersebut haruslah bertujuan 

untuk menghilangkan kemudharatan yang akan timbul bagi para pihak yang 

berperkara.      

Kata Kunci: Sidang Keliling, Pertimbangan Pengadilan, Maslahah 

Mursalah.  
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KATA PENGANTAR 

 بسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha 

Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. 

Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta sahabat dan keluarganya. 

Alhamdulillah penulis ucapkan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini 
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Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.  

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, 
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pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari 

kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun 

demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah 

SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-

pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini: 

1. Untuk kedua orang tercinta ayahanda H. Ramli dan  ibunda Hj. asmawati yang 

tulus dan Ikhlas, dalam memberikan kasih sayang, cinta,doa, perhatian dan 
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Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Wakil Rektor II Dr. 

H. Mas’ud Zein, M.pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.pt.,Ph.D. 

3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan 

Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, 

Dr. H. Mawardi, S.Ag, M. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, 

M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

4. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas’ari, SHI,MA.Hk selaku ketua program 

Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 



iv 

6. Ibunda Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan Bapak H. M. Abdi Almaktsur, 

S.Ag.,MA. Selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya 

ditengah-tengah kesibukannya, dengan Ikhlas dan sabar memberikan motivasi 

dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

7. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademis 

yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama 

masa perkuliahan. 

8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam 

Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, 

kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan 

skripsi ini. 

9. Terimakasih kepada sahabat terbaik Indah Hanna Fajriah,yang telah banyak 

membantu penulis memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. 

dan  para sahabat Lemonilo dan PNSMA yang telah banyak membantu 

penulis menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dari masa 

perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini. 

10. Teman-teman Kelas C Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang senantiasa 

memberikan dukungan serta membersamai penulis selama menjalani 

perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga 

Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan 

balasan yang terbaik dan berlipat ganda. Penulis juga berharap skripsi ini dapat 



v 

menambah Khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik berguna 

bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca. 

 

\                                                                                 Pekanbaru, 22 Oktober 2024 

                                                                                   Penulis 

 

 

                                                                                   RENI DWI GUSTINI 

                                                                       12020121487 

 

  



vi 

DAFTAR ISI                  

 

ABSTRAK .............................................................................................................. i 

KATA PENGANTAR ........................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ......................................................................................................... vi 

DAFTAR TABEL .............................................................................................. viii 

DAFTAR GAMBAR ............................................................................................ ix 

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1 

A. Latar Belakang Masalah ................................................................................ 1 

B. Batasan Masalah ............................................................................................ 6 

C. Rumusan Masalah .......................................................................................... 6 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................................... 6 

BAB II KAJIAN PUSTAKA ................................................................................ 8 

A. Kerangka Teoritis .......................................................................................... 8 

B. Sidang Keliling .............................................................................................. 8 

1. Pengertian Sidang Keliling ....................................................................... 8 

2. Dasar Hukum Sidang Keliling ............................................................... 10 

3. Tujuan Sidang Keliling .......................................................................... 13 

4. Target Sidang Keliling ........................................................................... 17 

5. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling ................................................... 17 

6. Pelaksanaan Sidang Keliling .................................................................. 22 

C. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan........................................... 28 

D. Maslahah Mursalah ...................................................................................... 34 

1. Defenisi Mashlahah Mursalah ................................................................ 34 

2. Syarat-syarat Maslahah Mursalah .......................................................... 37 

3. Macam-Macam Maslahah Mursalah ...................................................... 38 

E. Penelitian Terdahulu .................................................................................... 41 

BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 44 

A. Jenis Penelitian ............................................................................................ 44 



vii 

B. Lokasi Penelitian ......................................................................................... 44 

C. Subjek Dan Objek Penelitian ....................................................................... 44 

D. Sumber Data ................................................................................................ 45 

E. Informan Penelitian ..................................................................................... 46 

F. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................... 47 

G. Teknik Penulisan ......................................................................................... 48 

H. Sistematika Penulisan .................................................................................. 49 

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL ............................................................ 51 

A. Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura............................................... 51 

B. Pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 Sidang Keliling Di Pengadilan Agama 

Siak Sri Indrapura ........................................................................................ 57 

DENAH RUANG SIDANG KELILING DI BUNGA RAYA ......................... 65 

C. Faktor-faktor Pertimbangan Pelaksanaan Sidang Keliling Oleh Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura ........................................................................... 66 

D. Pelaksanaan Sidang Keliling Di Bunga Raya Dalam Perspektif Maslahah 

Mursalah ...................................................................................................... 69 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .............................................................. 76 

A. Kesimpulan .................................................................................................. 76 

B. Saran ............................................................................................................ 77 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 84 

PEDOMAN WAWANCARA ............................................................................. 86 

 

  



viii 

DAFTAR TABEL 

Tabel 4. 1 Jumlah data perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 

2021. ................................................................................................... 59 

Tabel 4. 2 Jumlah data Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 

2022 .................................................................................................... 60 

Tabel 4. 3 Jumlah data perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 

2023 .................................................................................................... 62 

Tabel 4. 4 Jumlah data perkara sidang keliling di Bunga Raya dari bulan Januari 

– Mei tahun 2024................................................................................ 64 

 

  



ix 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PA Siak ............................................................ 56 

Gambar 4. 2 Peta Kabupaten Siak......................................................................... 57 

Gambar 4. 3 Denah Ruang Sidang Keliling Di Bunga Raya ................................ 65 



1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengadilan merupakan suatu lembaga instansi tempat mengadili atau 

menyelesaikan sangketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan 

kehakiman. Pengadilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam yang bertugas dan 

berwenang memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama.
1
 Dalam 

penyelasaian perkaranya tentu para pihak yang berperkara agar masalah yang 

dihadapinya cepat selesai dan tidak berbelit-belit sehingga tidak memakan 

waktu yang lama karena mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam 

menyelesaikan perkara tersebut. 

Di Provinsi Riau terdapat beberapa Pengadilan Agama di setiap 

kabupaten atau kota sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di 

ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah 

kabupaten atau kota”.
2
 Setiap kabupaten atau kota di daerah Riau memliki 

jangkauan yang berbeda-beda. Bagi daerah yang memiliki jangkuan yang luas 

terdapat problematika tersendiri, sebab bagi masyarakat yang berada 

diwilayah terpencil sulit untuk menjangkau pengadilan yang ada di ibukota 

                                                           
1
 Sulaikin Lubis. Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia. (Jakarta: 

Kencana,2005,.h.3. 
2
 Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama. 
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kabupaten maupun kota, mengigat jarak tempuh yang masyarakat lalui itu 

jauh dan sulit.  

Dalam penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, 

masyarakat miskin menghadapi masalah utama dalam masalah keuangan 

untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan 

biaya transportasi untuk datang ke pengadilan.
3
 Dengan temuan tersebut yang 

kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian 

untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan 

dilakukan nya proses prodeo. Respon tersebut diwujudkan dalam surat edaran 

dari Mahkamah Agung 
4
( SEMA ) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk 

lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan 

Agama. Di dalam norma hukum yang lain yang mengatur tentang sidang 

keliling adalah keputusan dari Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 

dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran 

Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan 

Hukum Lampiran B dan Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Bab IV huruf G. 

Kemudian pada tanggal 17 Januari 2013, ditetapkannya Buku Pedoman 

Pelaksanaan Sidang Keliling. yang melalui Surat Keputusan Ketua Muda 

                                                           
3
 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang 

Pedoman Pemberian Banruan Hukum, Lampiran B. Bab I. Pendahuluan. 
4
 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 

cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012),h.20. 
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Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 

01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama. Dan yang terakhir Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan. 

Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung yang 

dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di 

suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar kedudukan gedung 

pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.
5
 

Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga melaksanakan yang 

namanya sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Tualang dan juga di 

Kecamatan Kandis. Menurut data pada tahun 2023 jumlah perkara yang 

disidangkan di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kandis dari bulan Januari 

hingga September sebanyak 277 perkara dan jumlah perkara yang di putus 

pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Tualang dan Keamatan 

Kandis berjumlah 133 perkara di hitung dari bulan januari hingga September.
6
 

Dengan adanya sidang keliling ini maka bagi pencari keadilan yang 

kurang mampu khususnya, dengan ini sedikit terbantu karena tidak perlu 

mengeluarkan biaya besar dan menyita waktu yang lama untuk berperkara di 

Pengadilan Agama.  Di dalam pelaksanaan sidang keliling jenis perkara yang 

                                                           
5
 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  
6
  Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Rekapitulasi Data Sidang Keliling Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura Periode Januari s/d September 2023”. 
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dapat diajukan diantaranya ada itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, hak asuh 

anak, dan penetapan ahli waris.
7
  

Bagi masyarakat yang dalam berperkara yang memiliki status sosial, 

pendidikan serta ekonominya kurang mampu, ditambah lagi dengan jarak 

tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Pengadilan Agama 

cukup jauh, hal ini menjadi faktor utama dan kendala utama bagi mereka yang 

kurang mengerti tentang pengetahuan prosedur pengajuan perkara, biaya 

perkara, dan biaya transportasi untuk mengakses Pengadilan Agama yang 

berada di kabupaten, sehingga mengkhawatirkan ini menjadi alasan mereka 

kenapa mereka tidak mendaftarkan perkara mereka di Pengadilan Agama. 

Tujuan utama dari pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama  

pada umumnya untuk meringankan beban biaya para pihak yang berperkara 

namun nyatanya tidak ada yang berbeda  dalam pelaksanaanya. Sehingga 

terkadang persoalan seperti ini menjadi masalah ataupun problem bagi 

masyarakat pencari keadilan.  Karena hal tersebut diadakan nya sidang 

keliling untuk membantu mereka dalam berperkara karena kebanyakan 

masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, yang dimana tujuan nya untuk 

membantu dan mempermudah masyarakat yang memiliki masalah.    

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaanya sidang keliling 

sepertinya kurang memberikan dampak yang diinginkan bagi para pihak yang 

berperkara. Di dalam PERMA No 1 Tahun 2014 dalam pasal 14 dijelaskan 

bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung 

                                                           
7
 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan 

Agama, Buku Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama, (Jakarta, 2013),h.10.   
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pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau 

sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, hambatan 

fisik atau hambatan geografis. dimana sidang keliling dilaksanakan di tempat 

yang lokasinya mudah di jangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat 

menghemat waktu, biaya dan sebagainya.  

Namun pada kenyataan nya di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

tidaklah seperti itu. Sebelumnya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

melaksanakan sidang keliling pada kecamatan Tualang dan juga pada 

kecamatan Kandis yang dimana lokasinya jauh dari Pengadilan, namun pada 

tahun ini Pengadilan siak Sri Indrapura tidak lagi melaksanakan sidang 

keliling di kecamatan Kandis, melainkan memindahkan sidang keliling di 

Bunga Raya yang mana lokasinya sangatlah dekat dengan pengadilan dan 

sangat mudah dijangkau dibandingkan dengan Kecamatan Kandis, maka 

untuk itu perlu diteliti, kenapa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memilih 

melaksanakan sidang keliling di Bunga Raya yang lokasinya sangat dekat 

dengan Pengadilan dan tidak memerlukan waktu yang lama, serta sangat 

mudah dijangkau dan apa saja yang menjadi faktor pertimbangan Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura sehingga memutuskan untuk melaksanakan sidang 

keliling di Bunga Raya. 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk   

meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul Pelaksanaan Sidang 

Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah.  
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B. Batasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian ini di buat peneliti agar lebih 

terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada 

sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. 

Adapun Batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada 

Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga 

Raya dalam perspektif Maslahah Mursalah. 

C. Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat diatas, maka 

menjadi fokus permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 sidang keliling di 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ? 

2. Apa saja faktor-faktor Pertimbangan Pelaksanaan sidang keliling oleh 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ? 

3. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Bunga Raya dalam perspektif 

Maslahah Mursalah ?  

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka di peroleh tujuan 

penelitian sebagai berikut:   

a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 

Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Siak Sri Inrapura. 
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b. Untuk mengetahui apa saja faktor pertimbangan pelaksanaan Sidang 

Keliling oleh Pengadilan Agama Siak Sri Inrapura. 

c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sidang Keliling di Bunga 

Raya dalam perspektif Maslahah Mursalah.   

2. Manfaat Penelitian 

a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas 

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum 

Khususnya pernikahan. 

c. Untuk Kajian bahan informasi bagi penelitan berikutnya mengenai 

permasalahan yang sama.  
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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

A. Kerangka Teoritis 

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-

konsep, asas-asas, dan lain-lain yang digunakan sebagai landasan untuk 

membahas permasalahan penelitian.
8
 Berikut ini beberapa teori yang 

digunakan dalam penelitian ini: 

B. Sidang Keliling 

1. Pengertian Sidang Keliling 

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang berisi: “Sidang Keliling 

adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, 

berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada 

wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan 

dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.”
9
 

Adapun perubahan nya terdapat didalam Peraturan Mahkamah 

Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling 

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah 

Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta 

                                                           
8
  Hajar, Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir, (Pekanbaru: Fakultas 

Syari’ah dan Hukum,2020),h.33 
9
 PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan.  
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Kelahiran yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 5 bahwa:  “Sidang Keliling 

adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Mahkamah 

Syar’iah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan 

secara berkala maupun insidentil.”
10

  

Sidang keliling merupakan sebuah upaya bantuan hukum yang 

dilaksanakan oleh pihak pengadilan, karena sidang keliling dilaksanakan 

diluar Gedung pengadilan oleh aparat pengadilan dan yang pastinya 

tempat tersebut merupakan tempat yang jauh dari pengadilan. Dengan 

artian, bahwa pengadilan memberikan kemudahan jarak tempuh bagi 

pencari hukum untuk mendapatkan hak mereka di pengadilan. Sidang 

keliling adalah langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan 

keadilan kepada masyarakat. Yang merupakan program pengembangan 

dari acces to justice yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di 

banyak negara. Sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua 

pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.
11

 

Bukan berarti dalam sidang keliling ini Pengadilan Agama mencari 

orang yang rumah tangga nya bermasalah lalu menyelesaikan masalah 

tersebut. Bahwasanya asas hukum acara peradilan di pengadilan bersifat 

pasif, yakni hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan 

oleh pihak. Namun demikian banyak masyarakat yang mengalami 

kesulitan datang ke pengadilan padahal mereka sangat membutuhkan 

                                                           
10

  PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan 

Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka penerbitan Akta Perkawinan, 

Buku Nikah Dan Akta Kelahiran. 
11

 Pedoman Sidang Keliling pengadilan Agama, Direktorat Jendral Badan Peradilan 

Agama Tahun 2013, h.3-4.  
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bantuan atau pelayanan hukum dan keadilan pun menjadi gagal karena 

terkendalanya oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, transportasi 

sosial maupun terkendala oleh ekonomi. 
12

Dengan hal ini pengadilan 

memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak mampu menjangkau 

pengadilan berdasarkan kendala tersebut maka dilakukannya sidang 

keliling atau sidang diluar gedung pengadilan di tempat masyarakat 

tersebut.  

2. Dasar Hukum Sidang Keliling  

Dalam surat edaran yang telah di keluarkan oleh Mahkamah 

Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan 

Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama pada Lampiran B, terdapat dua 

bagian, yang pertama yaitu bagian mengenai pelayanan prodeo dan bagian 

keduanya mengenai penyelenggaraan sidang keliling.  

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia 

mengeluarkan surat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan SEMA No. 

10 Tahun 2010, Surat Keputusan No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan 

020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III nya mengatur tentang 

penyelenggaraan sidang keliling. 

Pada tahun 2010 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling dilingkungan 

peradilan agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana 

                                                           
12

 Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, op.cit.h.4 
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didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang 

keliling yang dimulai dari dasar hukum, pengertian, persiapan sidang 

keliling, pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan yang terakhir 

pelaporan sidang keliling. 
13

 

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan 

yang berada dibawah memberikan akses kepada masyarakat untuk mencari 

keadilan, hal ini terdapat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas 

pengakuan jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan di Mahkamah Agung di 

tahun 2014 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA 

Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di 

Pengadilan Agama. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA 

ini, tentunya dapat mempermudah orang-orang yang berperkara di 

pengadilan.
14

 

Sidang keliling dalam Mahkamah Agung yang dikeluarkan tahun 

2014 yang mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 

Republik Indonesia No. 01 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian 

Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di 

Pengadilan namun tidak ditemukan nya secara spesifik kata sidang 

                                                           
13

 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama  
14

 Peraturan lengkap Peradilan Agama, op. cit.h.359. 
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keliling. Namun di dalam ketentuan umum Mahkamah Agung pada tahun 

2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik 

Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan 

bahwa sidang yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan yang dimana hal 

ini sejalan dengan sidang keliling yang merupakan bentuk dari sidang 

yang dilakukan di luar gedung pengadilan. 

Pada pasal 14 Mahkamah Agung pada tahun 2014 mengeluarkan 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 

2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan mengenai penerima 

layanan sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan dikatakan 

pengadilan karena dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung 

pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu 

atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena adanya hambatan 

fisik maupun adanya hambatan secara geografis. 

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi 

Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan mengatur terkait dengan 

pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di 

pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang yang 

dilakukan di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan yang 

berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan 
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Tata Usaha Negara. Namun di dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan 

kajian terhadap sidang diluar gedung pengadilan yaitu sidang keliling.   

Selanjutnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan 

Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / 

Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku 

Nikah, Dan Akta Kelahiran.  

3. Tujuan Sidang Keliling   

Di dalam standar yang ada di peradilan yang bertujuan untuk 

membangun kepercayaan dalam masyarakat terhadap badan peradilan 

sehingga perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas dalam 

pelayanan publik.
15

 Maksud dari tujuan tersebut merupakan komitmen dari 

pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang 

berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menilai kualitas dari 

pelayanan pengadilan, dan juga menjadi tolak ukur bagi setiap satuan kerja 

dalam menyelenggarakan pelayanan dan sebagai pedoman bagi setiap 

satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan di pengadilan pada 

masing-masing satuan kerja.
16

 

Pada penelitian tahun 2007 masyarakat miskin menghadapi 

hambatan utama dalam masalah yaitu masalah keuagan untuk mengakses 

pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos 

transportasi untuk pengadilan agama. Dan dari penelitian tersebut direspon 

oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk 

                                                           
15

 SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama 
16

 SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar pelayanan peradilan Agama 



14 

 
 

terselenggarakan nya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara 

melalui proses prodeo.
17

 

Dalam konteks inilah pedoman dalam memberikan bantuan hukum 

khususnya dalam pelaksanaan sidang keliling diperlukan bentuk 

pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi 

akses masyarkat yang kurang mampu dalam  pengadilan agama.  Adapun 

tujuan dari pelaksanaan sidang keliling adalah : 
18

 

a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari 

keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan.  

b. Mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. 

c. Meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat dalam hukum syari’ah 

islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang 

pengadilan.  

Dalam peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sederhana 

maksud dari sederhana disini adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan 

tidak terbelit-belit serta tidak terjebak dalam formalitas yang tidak penting 

didalam sebuah persidangan. Sebab apabila terjebak dalam formalitas 

tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran.
19

 

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim 

dalam menginventaris soal yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan 

tersebut yang kemuadian untuk mengambil intisari pokok persoalan yang 

                                                           
17

 SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum  
18

 Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, op.cit.h.4 
19

  Sidik Sumaryo, Sistem Peradilan Pidana Cet.1, (Malang: 

UniversitasMuhammadiyah Malang,2004),h.46. 
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selanjutnya digali lebih mendalam melalui alat-alat bukti yang ada. 

Apabila segala sesuatu yang sudah diketahui oleh majlis hakim maka tidak 

ad acara lain selain majlis hakim harus secepatnya mengambil putusan 

untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.  

Biaya ringan yang dimaksud adalah yang harus diperhitungkan 

secara logis, rinci, transparan, serta menghilangkan biaya lain diluar dari 

kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab dengan tingginya biaya 

perkara dapat menyebabkan para pencari keadilan bersikap aproriori 

terhadap keberadaan pengadilan.
20

 

Bedasarkan undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang 

kekuasaan kehakiman, pada pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa peradilan 

dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan
21

. Asas 

sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang paling dasar dari 

pelaksaaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada 

prinsip dan asas efektif dan efisien.  

Sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses yang tidak berbelit-

belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah 

dilakukan, mudah diterapkan, dan sismetis, konkrit baik dalam sudut 

pandang pencari keadilan, maupun dalam pandangan penegak hukum yang 

mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik didalam bidang 

potensi dan didalam bidang potensi Pendidikan yang dimiliki, kondisi 

                                                           
20

 Ibid  
21

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, 

Pasal 2 Ayat (4) 
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sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain.
22

 Namun didalam pelaksanaan 

prakteknya asas sederhana hanya diartikan sebatas masalah administrative 

belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa 

dan semangat motivasi dalam menjadi penegak hukum yang dilakukan 

secara menyeluruh pada setiap tingkatan institusi.
23

 

Cepat harus dimaknai sebagai upaya dalam strategis untuk 

menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin 

terwujudnya dan tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara 

cepat oleh pencari keadilan. 
24

Dalam artian cepat tidak hanya cepat dalam 

menyelesaikan perkara tetapi juga pertimbangan yuridis, ketelitian, 

kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa 

keadilan masyarakat juga harus diperhatikan. asas cepat ini dalam proses 

cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat 

produktifitas institusi peradilan.  

Biaya ringan mengandung artian bahwa mencari keadilan melalui 

lembaga peradilan tidak hanya sekedar orang yang mempunyai harapan 

akan jaminan keadilan didalamnya tetapi juga harus ada jaminan bahwa 

keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan 

yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu 

sendiri. 
25

Adanya praktik sidang keliling dapat menjadi wadah bagi 

                                                           
22

 Sidik Sunaryo, Sistem peradilan Pidana, cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah 

Malang,2004),h.46. 
23

 Ibid  
24

 Sunarto, Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata,cet.1 (Jakarta: Prenadamedia 

Group,2016),h.30.  
25

 Sistem Peradilan Pidana,h.47 
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masyarakat untuk menegakkan hukum, sesuai dengan peran dan fungsi 

peradilan agama, sehingga setiap individu dari masyarakat meiliki 

kesadaran tentang adanya Lembaga hukum syari’ah yang dapat menjadi 

tempat penegakkan hukum bagi masyarakat. 

4. Target Sidang Keliling   

Efektifitas dalam sistem peradilan dan penegakan hukum sangat 

erat kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga 

negara. Semakin sulit sistem peradilan dan penegakkan hukum, 

pemenuhan hak-hak dasar warga negara  semakin menjauh pula. Sistem 

yang sulit dan juga terbelit-belit dapat menjadi salah satu faktor bagi 

pencari keadilan menjadi jengah dan enggan berurusan dengan hukum.  

Secara umum target pencapaian yang diiginkan adalah tujuan- tujuan 

diadakannya sidang keliling dapat tercapai agar seluruh masyarakat 

Indonesia dari kalangan dan segala penjuru dapat memperoleh sebuah 

keadilan.  

5. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling 

a. Dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum Dalam Surat Edaran Nomor 10 tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum telah dijelaskan mekanisme 

penyelenggaraan sidang keliling pada bagian dua pasal dari pasal 10 

sampai dengan pasal 15.
26

 

                                                           
26

 Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 10-15 Surat Edaran Nomor 10 Tahun 

2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum 
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b. Dalam keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama 

Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 

dan Nomor 020/SEK/SK/H/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang 

pedoman Bantuan Hukum menjelaskan mekanisme penyelenggaraan 

sidang keliling yang terdapat didalam pasal 6. 
27

 

c. Di dalam buku pedoman sidang keliling tahun 2013 
28

 

1) Penentuan Sidang Keliling 

a) Sidang keliling Tetap  

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang 

dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah 

ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.  

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi 

kriteria antara lain:
29

 

 Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi 

kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota 

di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan. 

 Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, 

yang masih dalam wilayah yurisdiksinya. 

                                                           
27

 Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 04/TUADA-

AG/II/2011 Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 020/SEK/SK/H/2011 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman 

Bantuan Hukum Lampiran B  
28

 Pedoman Sidang Keliling,h.9 
29

 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama .  
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 Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit 

terjangkau. 

 Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga 

mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah 

tersebut. 

 Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data 

perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

b) Sidang Keliling Insidentil 

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang   

dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas 

permintaan atau usul dari: 
30

 

 Masyarakat setempat 

 Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan. 

 Instansi Pemerintah lainnya. 

 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili 

masyarakat    setempat, atau 

 Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat. 

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua 

Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan 

Tinggi Agama / Mahkamah Syar’iyah Aceh dan Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 

                                                           
30

 Ibid, h. 8.  
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Keputusan sidang keliling insidentil dengan 

memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap. 
31

 

2) Sarana Dan Prasarana  

a) Sidang Keliling dapat dilaksanakan di: 

 Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan). 

 Gedung milik Pengadilan Negeri. 

 Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri. 

 Tempat / Gedung lainnya. 

b) Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri 

dari: 

 Meja sidang : 1 buah. 

 Kursi sidang : 3 buah. 

 Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah. 

 Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah.  

 Meja tulis/kursi biro : 1 buah. 

 Lambang negara : 1 buah. 

  Bendera merah putih : 1 buah. 

  Bendera Pengadilan : 1 buah. 

  Lemari : 1 buah. 

  Filing kabinet : 1 buah. 

  Meja tulis/kursi : 3 stel. 

  Palu sidang : 1 buah. 

                                                           
31

 Ibid., h. 9.  
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  Perlengkapan sumpah : 1 buah. 

 Perlengkapan Majelis. 

  Emergency Light : 1 buah. 

  Laptop : 2 buah. 

  Alat cetak (printer) : 1 buah. 

  Koneksi Internet. 

  Taplak meja sidang warna hijau. 

c) Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk siding keliling 

tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan 

keadaan setempat. 

3) Jenis Perkara  

Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling 

diantaranya adalah:
32

 

a) Itsbat Nikah: Sebagaimana tersebut dalam Buku II. 

b) Cerai Gugat: Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri. 

c)  Cerai Talak: Permohonan cerai yang di ajukan oleh suami. 

d) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak 

apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan 

mengajukan perceraian. 

e) Hak Asuh Anak: Gugatan / permohonan hak asuh anak yang 

belum dewasa. 

                                                           
32

 Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan 

Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan 

Peradilan Agama.  
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f) Penetapan ahli Waris: Permohonan sebagai ahli waris yang sah.  

Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam 

sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA 

untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga 

tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan 

dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu 

berkedudukan. 

4) Petugas 

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-

kurangnya terdiri dari: 

a) 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim); 

b) 1 orang Panitera pengganti; 

c)  1 orang Petugas administrasi; 

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan : 

a) 1 orang Hakim Mediator 

b) 1 orang pejabat penanggung jawab. 

c)  1 orang Jurusita / Jurusita Pengganti 

6. Pelaksanaan Sidang Keliling 

a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling.  

1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadila 

membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat:
33

 

a) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling; 

                                                           
33
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b) Waktu pelaksanaan; serta 

c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita 

pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas 

sidang keliling. 

2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 

sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran 

perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan 

dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau 

panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas 

penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling 

dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini 

dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang 

keliling. 

3) Petugas tersebut berangkat dari awal agar dapat menampung 

pendaftaran perkara dari masyarakat setempat. 

4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat 

sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, 

yang ditetapkan   dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan 

data atau realitas setempat.  

5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang 

harus diperhitungkan sesuai hukum acara. 

6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan 

baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai pola bindalmin 
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7) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru 

dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya. 

b. Pendaftaran Perkara  

    Pendaftaran perkara sidang keliling sebagai berikut :
34

 

1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepanitraan 

pengadilan setempat  sesuai dengan prosedur administrasi perkara. 

2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara 

dilakukan kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan 

diselenggarakan sidang keliling. 

3) Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada dilokasi sidang 

keliling. Setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya 

pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan 

memalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapatkan 

nomor perkara dan di proses kedalam register perkara. 

4) Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran 

perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling. 

Segera memproses sesuai dengan prosedur penerimanaan perkara 

dan memberitahukan kepada petugas dilokasi sidang keliling 

mengenai nomor pendaftaran perkara. 

5) Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online dengan 

memanfaatkan teknologi infotmasi. 
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6) Pembayaran panjar biaya perkara harus melalui bank atau juga 

dapat di transfer melalui ATM ( Anjungan Tunai Mandiri ) atau 

internet banking. 

7) Apabila daerah disekitar lokasi sidang tidak terdapat bank maka 

pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang 

berada di lokasi sidang keliling. 

8) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti 

transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya 

dilakukan setelah divertivikasi oleh kasir atau petugas yang 

ditunjuk. 

9) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka 

berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 

Tahun 2010. 

10)  Pelaksanaan administrasi kepanitraan sidang keliling berpedoman 

kepada buku II petunjuk teknis administrasi yang sudah direvisi 

yang telah diterbitkan mahkamah agung RI. 

c. PMH, Penunjukkan PP Dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS Dan 

Pemanggilan.
35

 

1) Penetapan majelis hakim atau PMH, penunjukkan panitera 

pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti, dan penetapan hari 

sidang masing-masing dibuat sesuai pola bindalmin. Format surat-

surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan 
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Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 

tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepanitraan 

Peradilan Agama.  

2) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai 

dengan SK Ketua Pengadilan Tentang penetapan sidang keliling. 

3) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti 

yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai dengan tatacara 

pemanggilan. 

d. Persidangan Dan Mediasi  

1) Majelis Hakim berangkat menuju lokasi  sebelum dilaksanakannya 

sidang keliling, dan Kembali ke kantor pengadilan setelah sidang 

selesai. 

2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim 

ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan 

lokasi sidang yang telah ditetapkan. 

3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan 

persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.  

4) Panitera pengganti yang ikutt bersidang, segera melaporkan hasil 

sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan. 

5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, 

maka dirunjuk hakim mediator yang telah disiapkan apabila tidak 

ada, maka salah satu dari hakim anggota majelis hakim ditunjuk 

menjadi mediator.  
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           Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap 

pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir iplementasi 

hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh  

oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sangketa 

mereka.
36

 

e. Ikrar Talak Dan Akta Cerai
37

 

1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak 

dilakukan di sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar 

tidak berkekuatan hukum tetap. 

2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan 

anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan 

dikantor pengadilan. 

3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak 

setelah ikrar talak diucapkan ditempat sidang keliling. 

4) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan  pada 

saat setelah ikrar talak, maka diberkan saat sidang keliling 

berikutnya. 

5) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta 

cerai dapat dilakukan dikantor pengadilan setelah putusan hukum 

cerai berkekuatan hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada 

jadwal persidangan berikutnya. 
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6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan 

menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan 

akta cerai kepada para pihak dilokasi dimana dahulu dilaksanakan 

sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan 

kepada DIPA Pengadilan setempat. 

7) Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka akta cerai diberikan 

dikantor pengadilan. 

f. Minutasi 

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis 

Hakim ( PMH ) Penunjukkan Panitera Pengganti, Penunjukkan 

Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasi nya 

dilakukan dikantor pengadilan segera setelah para petugas Kembali ke 

kantor pengadilan. 

g. Sidang Keliling Di Luar Negeri 

Pelaksanaan Sidang Keliling Isidentil di Luar Negeri 

dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakrta Pusat diatur dengan 

ketentuan tersendiri. 

C. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan. 

Dalam Perma No 1 Tahun 2014 meliputi layanan pembebasan biaya 

perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di 
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lingkungan peradilan umum, peradilan agama peradilan tata usaha negara.
38

 

Di dalam Perma No 1 Tahun 2014 pada Bab IV dijelaskan sidang di luar 

gedung pengadilan, mulai dari prosedur, ruang lingkup, pengaman sidang 

serta lokasi dan petugas, dan pembiayaan sidang di luar gedung pengadilan.    

Dalam Perma No 1 Tahun 2014 dijelaskan:
39

 

Bagian satu pasal 14 penerima layanan sidang di luar gedung 

pengadilan, “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung 

pengadilan untuk mempermudah setiap warga yang tidak mampu atau sulit 

menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan 

fisik atau hambatan geografis” 

Bagian dua pasal 15 prosedur pelaksanaan sidang di luar gedung 

pengadilan: 

1. Pengadilan dapat melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan 

berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan 

wilayah. 

2. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat 

ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah 

atau instansi lain. 

3. Penhadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, 

dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara 

bersama-sama sesuai dengan kebutuhan. 
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4. Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan secara terpadu 

melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kementrian/lembaga 

lain yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen 

sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang di luar gedung 

pengadilan. 

5. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu 

dengan layanan posbakum pengadilan. 

6. Pengdailan dapat berkoordinasi dengan Lembaga pemberi layanan 

posbakakum pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan 

koordinasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang 

terpadu dengan layanan posbakum pengadilan. 

Pasal 16 ruang lingkup sidang di luar gedung pengadilan, pengadilan 

dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan kususnya untuk 

perkara-perkara pembuktiannay yang bersifat sederhana. 

Pasal 17 pengamanan sidang di luar gedung pengadilan:
40

 

1. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan di daerah yang 

memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan. 

2. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama 

dengan instansi kepolisian dan unit kemanan setempat. 

Pasal 18 lokasi sidang di luar gedung pengadilan:
41

 

1. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang 

ditempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah 
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setempat seperti pada kantor kecamatan, kantor KUA kecamatan, kantor 

desa atau gedung lainnya. 

2. Dalam hal ini tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau sidang keliling 

permanen yang dimiliki pengadilan, sidang di luar gedung pengadilan juga 

dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut. 

3. Penetapan lokasi sidang di luar gedung pengadilan ditentukan dari 

koordinasi dan didasarkan kesepahaman dengan pemerintah daerah atau 

instansi lain setempat. 

4. Petugas penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan mengupayakan 

dekorum ruang persidangan diselenggarakan di luar gedung pengadilan. 

5. Ruang dan lokasi sidang di luar gedung pengadilan harus memperhatikan 

akses untuk penyandang disabilitas, Perempuan, anak-anak dan prang 

lanjut usia. 

Pasal 19 petugas penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan: 

1. Petugas penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan terdiri dari: 

a. Hakim; dan 

b. Panitera Pengganti. 

2. Sidang di luar gedung pengadilan dapat diikuti oleh hakim mediator, juru 

sita, satuan pengamanan dan penjabat serta staf pengadilan lainnya sesuai 

dengan kebutuhan. 

3. Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan di 

sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara. 
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4. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan wajib mengikuti 

tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-

undangan. 

5. Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan Bersama 

posbakum pengadilan, maka petugas posbakum pengadilan turut serta 

dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 

sampai dengan 18. 

6. Orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum pengadilan yang 

ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum didalam penyelenggaraan 

sidang di luar gedung pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu 

dari ketua pengadilan. 

Bagian tiga Pasal 20 komponen biaya sidang di luar gedung 

pengadilan:
42

 

1. Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dibebankan 

kepada anggaran satuan pengadilan dan terdiri dari:   

a. Biaya tempat persidangan jika diperlukan. 

b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan. 

c. Biaya perjalan dinas hakim, panitera dan petugas lainnya sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 19 ayat (2). 

2. Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan mengikut sertakan petugas 

posbakum pengadilan, maka biaya perjalanan dinas sebgaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf c juga termasuk untuk petugas posbakum pengadilan. 
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3. Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum 

pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam 

penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 19 ayat (6), biaya yang muncul ditanggung sendiri oleh orang 

atau sekelompok orang yang bersangkutan. 

4. Penggunaan anggaran penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan 

disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik perkara. 

Pasal 21 mekanisme penggunaan anggaran sidang di luar gedung 

pengadilan:
43

 

1. Untuk kepentingan perencanaan, setiap pengadilan menentukan anggaran 

sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya dan 

perkiraan jumlah sidang diluar gedung pengadilan. 

2. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap pengadilan dapat menggunakan 

anggaran sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan biaya aktual 

selama tidak kurang dari target jumlah sidang di luar gedung pengadilan 

yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan dan ketentuan-

ketentuannya. 

3. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran 

sebagai bukti pertanggung jawaban keuagan. 

4. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan 

untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam pembukaan yang 

disediakan untuk itu. 
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D. Maslahah Mursalah  

1. Defenisi Mashlahah Mursalah 

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu maslahah dan 

mursalah yang secara etimologi kata masalah dalam bahasa arab terbentuk 

Masdar dari kata صلح يصلح صلاح (shalaha, yuslihu, shalahan) artinya sesuatu 

yang baik atau positif. 
44

yang berarti: manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna 

atau kegunaan, dan faedah. Atau Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata 

yaitu mashlahat dan mursalah. Pengertian mashlahah secara etimologi 

adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. 

Dari sini dapat dipahami, bahwa mashlahah mamiliki dua terma yaitu 

adanya manfaat (إجابي)dan menjauhkan madharat (سلبي). 
45

  Jadi dapat 

dikatakan bahwa masalahah mursalah yaitu suatu metode penetapan 

hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran 

maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau 

kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat 

dan menghindari kerusakan. 

Dalam al-Qur’an, kata yang seakar dengan mashlahah juga 

ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya: 

 وكََانَ فِ الْمَدِينَة تسعَةُ رَىْط يُ فْسِدُونَ فِ الَْْرْضِ وَلََ يُصْلِحُون 
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Artinya: “Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat 

kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” 

(QS. Al- Naml: 48)
46

 

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang 

senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. 

Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya 

untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan 

mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-

olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk 

membubuhnya.
47

  

Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) 

yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah 

SWT memberitakan dengan kalimat yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun 

(mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan 

kebaikan). 

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar 

dengan mashlahah, yaitu: 

 -صلى الله عليو وسلم -عَنْ كَثير بن عبد الله بن عَمْرُو عَنْ أبَيِوِ عَنْ جَدَه أَنَّ رَسُولَ الله 
ينَ بَدَأَ  غَريِبًا وَيُ رْجِعُ غَريِبًا فَطوُبََ للِْغُرَباءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أفَْسَدَ النَّاسُ مِنْ  قاَلَ إِنَّ الدِّ

                    48)رواه الترمذي(«. بَ عْدِىمن سنتي 
Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya 

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama 
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381-383   



36 

 
 

Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam 

keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu 

mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan 

yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. 

Tirmdzi)  

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga 

melawankan kata mashlahah dengan mafsadah. Beliau menjelaskan bahwa 

orang- orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah 

mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang 

dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW. 

Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta 

ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat 

manusia. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah 

bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak 

bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah 

SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga 

Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan 

dan pemalsuan. 

Seperti pendapat fuqaha bahwasanya “menghilangkan mafsadat 

didahulukan dalam menegakan maslahat”. Sebagaimana telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa mashlahah merupakan inti dari setiap syari’at yang 

diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud 

syari’at (maqashid alsyari’ah). Adapun pengertian mursalah dipahami 

sebagai sesuatu yang mutlak yaitu mashlahah yang secara khusus tidak 

dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan 
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tidak adanya qorinah tersebut, maka mashlahah bisa menjadi acuan dalam 

menentukan suatu hukum.
49

  

Secara mutlak, mashlahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh 

adalah suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh 

syar’i, serta tidak ada dalil syar’inya yang menjelaskan atau 

membatalkannya. 
50

Misalnya saja kemaslahatan yang diambil pada para 

sahabat yang mensyariatkan pengadaan pengadilan penjara, percetakan 

mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, atau hal-hal lain yang 

termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan 

atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti 

syara’ yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahan nya. 

Untuk lebih detailnya bahwa pembentukan hukum yang 

dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, 

mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan mehilangkan kesulitan 

mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada 

bagian-bagiannya dan individu, kemaslahatan akan terus menerus muncul 

bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat 

perbedaan lingkungan. 

2. Syarat-syarat Maslahah Mursalah  

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan sayarat:
51

 

a. Maslahah tersebut haruslah Maslahah yang hakiki, bukan sekedar    

maslahah yang diduga atau diasumsikan. 
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b. Kemaslahatan tersebut haruslah Kemaslahatan umum, bukan 

kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. 

c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-syari’ah dan tidak 

bertentangan dengan dalil-dalil syara’. 

d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. 

Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal 

sehat. 

e. Pengambilan Kemaslahatan tersebut harus harus untuk merealisasikan 

kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah. 

Sedangkan Syarat-syarat mashalih al-mursalah menurut Imam al-

Syathibi ada 3 (tiga) yaitu:  

a. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka 

akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkaraperkara prinsip 

(ibadah) tidak masuk kepada mashlahah mursalah;  

b. Sejalan atau sinergi dengan maqhasid syari’ah; 

c. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya 

kesulitan (raf’ul haraj). 

3. Macam-Macam Maslahah Mursalah 

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari tujuan syara’dalam 

menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung 

dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa, 
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akal, keturunan, dan harta. Dan dapat juga dilihat dari segi Tingkat 

kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia.
52

 

a. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. 

Pembagian maslahah dari segi kualitas dan kepentingan 

kemaslahatan dapat dilihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, 

yaitu tujuan umum syari’ dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah 

demi tercapainya kemaslahatan manusia dan terjaminnya dharuriyat 

mereka, terpenuhinya hajjiyah dan tahsiniyah mereka. Dari ungkapan 

tersebut dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya maslahah dapat 

diklasifikasikan pada hal berikut.
53

 

1) Maslahah Dharuriyah ( المصلحة الضرورية ) 

Maslahah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang 

berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dengan dunia dan 

akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara 

akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga 

dengan al-mashalih al-khamsah.
54

 

2) Maslahah Hajiyah ( المصلحة الحاجية ) 

Maslahah hajjiyah merupakan kemaslhatan yang 

dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok 

sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan 
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dan memelihara kebutuhan mendasar mannusia.
55

 Yang Tingkat 

kebutuhan hidup manusia tidak berada pada Tingkat dharuri. 

Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan 

kebutuhan pokok Dharuri tetapi tidak secara langsung menuju 

kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi 

pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tidsk sampai secara 

langsung menyebabkan rusaknya unsur pokok tersebut, tetapi 

secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh, 

menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk 

kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, 

melakukan jual-beli untuk mendapatkan harta.
56

 

3) Maslahah Tahsiniyah ( المصلحة التحسينسة ) 

Maslahah Tahsiniyah merupakan maslahah yang kebutuhan 

hidup manusia kepadanya tidak sampai Tingkat dharuri dan haji, 

namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi 

kesempurnaan dan keindahan di kehidupan manusia. 

b. Dari segi pandangan syara’ 

Dari segi pandangan syara’ terhadapnya, maslahah dibagi 

menjadi tiga yaitu:
57

 

1) Maslahah mu’tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh 

syari’ (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. 
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Misalnya kewajiiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung 

kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidika jasmani dan 

Rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa 

Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun. 

2) Maslahah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari’ 

(Allah), dan syari’ menetapkan kemaslahatan lain selain itu. 

Misalnya adalah kemaslahatan Perempuan menjadi imam bagi 

laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan 

oleh syari’ yaitu pelanggaran Perempuan menjadi imam bagi laki-

laki. 

3) Maslahah al-mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum 

diakomodir dalam nash dan ijma’, serta tidak ditenmukan nash atau 

ijma’ yang melarang atau memerintahkan mengambilnya.                         

E. Penelitian Terdahulu 

Sebagai usaha penulis untuk perbandingan, membantu penelitian dan 

menemukan isnpirasi baru dalam penelitian ini, serta mencari persamaannya 

dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka penulis perlu meninjau 

penelitiam-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, adapun penelitian 

yang hamper sama dengan penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Adelia Pratiwi yang berjudul 

“Efektifitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, 
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Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Watampone”
58

 

penelitian ini berpusat untuk mengetahui efektifitas sidang keliling di 

pengadilan agama watampone yang bentuk penerapan asasnya yaitu 

sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun persamaan nya terletak pada 

sidang keliling, yang membahas pelaksanaan sidang keliling nya. 

Perbedaan nya adalah terletak pada asas, penelitian ini menjelaskan 

pengadilan agama watampone yang melakukan sidang keliling yang 

menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga lokasi 

penelitian. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Hazaki yang berjudul “Urgensi 

Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian Pada Mahkamah Syari’ah 

Jantho.”
59

 penelitian ini berpusat terhadap urgensi sidang keliling dalam 

perkara perceraian yang ada di mahkamah syari’ah jantho. Adapun 

persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sidang keliling 

Perbedaanya terletak pada lokasi penelitian. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Al Vionita yang berjudul “Analisis 

Perma No. 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pada 

Prngadilan Agama Kabupaten Madiun.”
60

 penelitian ini berpusat terhadap 
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analisis perma no.01 tahun 2014 tentang pelaksanaan sidang keliling pada 

pengadilan agama kabupaten medium. Adapun persamaaan nya adalah 

sama-sama membahas tentang pelaksanaan sidang keliling. Perbedaan nya 

terletak pada analisis perma dan juga lokasi penelitian. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Puja Dwi Lestari yang berjudul 

“Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022”
61

 

penelitian ini berpusat tentang pelaksanaan sidang keliling di Curup yang 

mana membahas apa saja keunggulan serta kelemahan sidang keliling di 

Pengadilan Agama Curup. Adapun persamaannya adalah sama-sama 

membahas tentang pelaksanaan sidang keliling dan perbedaan terdapat 

pada lokasi penelitian dan kaitan hukum islam. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Rofii yang berjudul “Analisis Hukum 

Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang 

Keliling Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan 

Kundur).62 Penelitian ini berpusat pada Analisis Hukum Acara dan 

Pelaksanaan Sidang Keliling, persamaan nya adalah sama-sama membahas 

pelaksanaan sidang keliling, perbedaan nya adalah terletak pada analisis 

Hukum Acara dan lokasi penelitian.                                     

                                                                                                                                                               
Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021). 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research), yaitu 

suatu penelitian yang meneliti objek-objek yang ada dilapangan untuk 

mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambatan masalah yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian 

yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang 

menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistic 

ataupun tata cara kuantitatif yang lain. 

B. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), Dimana 

penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Adapun 

peneliti memilih lokasi ini karena peneliti akan meneliti tentang bagaimana 

Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga 

Raya Dalam Perspektif Maslahah Mursalah.  

C. Subjek Dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting 

kedudukannya didalam penelitian subjek penelitian dapat berupa benda, 
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hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya adalah 

manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.
63

 

Subjek dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang 

keliling di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dalam Perspektif 

Maslahah Mursalah. 

2. Objek Penelitian  

Objek pada penelitian ini adalah Pelaksanaan sidang keliling yang 

dilakukan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya. 

D. Sumber Data  

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dati beberapa 

sumber, sebagai berikut:         

1. Data Primer 

Dalam penelitian ini, wawancara diarahkan kepada sumber data 

yaiyu informan (Interview) yang diasumsikan memiliki keterikatan 

Lngsung dalam pelaksanaan sidang keliling, karena ketua pengadilan 

tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi di pada sidang keliling dan 

ditambah data yang di dapat di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. 

2. Data Sekunder 

Sumber data sekunder, merupakan sumber bahan hukum kedua 

yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung 

sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang 
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berkaitan dengan objek penelitian hasil-hasil penelitian berupa jurnal 

ilmiah, skripsi serta hukum islam. 

E. Informan Penelitian 

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh 

pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data informasi, 

ataupun fakta dari suatu objek penelitianInforman merupakan orang yang 

dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar 

belakang penelitian.
64

 Ada tiga jenis informan diantaranya adalah informan 

kunci, informan ahli, informan insidensial. Informan kunci merupakan 

informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh 

tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya 

merupakan seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang 

dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan 

utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. 

Penentuan dan pemilihan informan kunci harus disesuaikan dengan 

ruang lingkup penelitian. Informan kunci diutamakan bersumber dari ahli 

yang menguasai topik penelitian, dapat pula orang yang kesehariannya 

beraktivitas di lokasi kejadian.  

Informan dalam penelitian ini yakni informan kunci nya adalah ketua 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Sekretaris Pengadilan Agama Siak 

Sri Indrapura. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat.              
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F. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang 

pembahasan   penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan 

data sebagai berikut: 

1. Metode Observasi  

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data 

penelitian melalui pengamatan. 
65

 Penulis secara langsung memastikan 

data dengan mengikuti langsung pelaksanaan sidang keliling di bunga 

raya. 

2. Wawancara 

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang 

berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka 

mendegarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-

keterangan.
66

 

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi 

tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan.
67

 Dalam 

penelitian ini, wawancara diarahkan kepada sumber data yaitu informan 

(Interview) yang diasumsikan memiliki keterikatan langsung dengan 

perjalanan objek peneliti yaitu pelaksanaan sidang keliling karena ketua 

pengadilan tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi di pada sidang 

keliling.  
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3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan 

atau pperistiwa pada waktu yang lalu.
68

 

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dan variable 

yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu berupa 

catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia 

dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data terkait dengan letak 

geografis, kondisi masyarakat di Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak serta 

hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian. 

G. Teknik Penulisan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik penulisan sebagai 

berikut: 

1. Deskriptif, penulis mendeskripsikan secara jelas Pelaksanaan Sidang 

Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah. 

2. Yuridis normative, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah 

perarutan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menelaah 

Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di 

Bunga Raya Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. 

3. Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah Pelaksanaan Sidang 

Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam 
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Perspektif Maslahah Mursalah, Langkah selanjutnya adalah menarik 

Kesimpulan yang bersifat khusus.  

H. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 

yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis Menyusun 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang   

dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pada 

pembahasan selanjutnya, Batasan masalah hanya membatasi 

penelitian mengenai permasalahan Pelaksanaan Sidang Keliling 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam 

Perspektif Maslahah Mursalah. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini membahas mengenai Sidang Keliling yang terdiri dari 

pengertian, dasar hukum, tujuan, target, prosedur, pelaksanaan 

Perma No. 1 tahun 2014 tentang layanan bantuan hukum bagi 

Masyarakat kurang mampu di pengadilan, dan Pengertian, syarat-

syarat, macam-macam Maslahah Mursalah. Penelitian terdahulu. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari 

jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, 
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sumber data, Informan, Teknik pengumulan data, teknik penulisan, 

dan sistematika penulisan. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini membahas tentang permasalahan Pelaksanaan Sidang 

Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya 

Dalam Perspektif Maslahah Mursalah. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran 

yang di peroleh dari hasil penelitian, dan selanjutnya diikuti 

dengan daftar Pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan 

ini juga beberapa lampiran. 

Dengan demikian sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis 

dapat membantu pembaca memahami dengan jelas dan mudah informasi yang 

disampaikan dalam penelitian 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Dari uraian terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama 

Siak Sri indrapura Di Bunga Raya Dalam Persfektif Maslahah Mursalah maka 

penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan  Perma No 1 Tahun 2014 sidang keliling di Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura, sudah mengikuti Perma namun pada tahun 

2024 dilakukannya pemindahan Lokasi sidang keliling yang dimana 

pelaksanaan sidang keliling dilakukan di tempat yg sulit dijangkau,  Di 

jelaskan dalam Perma No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian 

layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan dalam pasal 

14 dikatakan bahwa penerima layanan sidang diluar Gedung pengadilan, 

“Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar Gedung 

Pengadilan untuk mempermudah setiap warga yang tidak mampu atau 

sulit menjangakau Lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau 

hambatan fisik atau hambatan geografis”. 

2. Faktor-faktor pertimbangan pelaksanaan Sidang Keliling oleh Pengadilan 

Agama Siak Sri Indrapura adalah dalam melaksanakan sidang keliling di 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Pengadilan Mengambil wilayah 

yang terjauh, terluas dan juga dengan jumlah perkara masuk yang banyak.   

Namun dalam Pelaksanaan nya, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

sudah melaksanakannya namun, pada tahun 2024 ini Pengadilan Agama 
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Siak Sri Indrapura memindahkan Lokasi sidang keliling di bunga raya 

yang Notabe nya sangat dekat dari Pengadilan, Dengan beberapa faktor 

pertimbangan untuk memindahkan Lokasi sidang keliling. 

3. Pelaksanaan Sidang Keliling Di Bunga Raya dalam Perspektif Maslahah 

Mursalah, dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura 

Memindahkan Lokasi Sidang demi kebaikan Bersama, dan dapat 

membantu Masyarakat yang membutuhkan lebih banyak dan sudah sesuai 

dengan hukum islam maslahah mursalah demi kemaslahatan orang banyak 

maka dari itu dipindahkan Lokasi sidang keliling. 

B. Saran 

Sebagai rangkaian akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis akan 

menyampaikan saran-saran yaitu: 

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan atau yang lainnya yang 

membahas sidang keliling secara terperinci, mengigat peraturan yang ada 

hanya menjelaskan secara umum, terlebih khususnya lagi mengenai 

persidangannya. 

2. Mahkamah Agung Perlu menambahakan anggaran yang lebih besar setiap 

tahunnya untuk sidang keliling sehingga pelaksanaan sidang keliling dapat 

dilaksanakan di berbagai daerah dan dapat membantu Masyarakat yang 

kurang mampu.      

3. Kepada Pengadilan Agama, dapat melakukan sosialisasi bagaimana 

mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama kepada masyarakat agar dapat 

memahami prosedur bagaimana mendaftarkan perkara di pengadilan 
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sehingga mereka dapat melakukan sidang keliling dengan baik, karena 

sidang keliling mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses 

untuk memenuhi hak-hak mereka. 
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       Foto suasana pelaksanaan sidang keliling di kantor camat Bunga Raya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto ruagan sidang keliling di Bunga Raya yang dilakukan secara tertutup untuk 

umum. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA SIAK SRI 

INDRAPURA DI BUNGA RAYA DALAM PERSFEKTIF MASLAHAH 

MURSALAH 

 

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh 

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura? 

2. Bagaimana pelaksaksanaan sidang keliling menurut Perma No 1 Tahun 2014? 

3. Dari Prosedur Pelaksanaan sidang keliling apakah ada yang berbeda baik dari 

segi administrasi maupun yang lainnya? 

4. apa saja yang menjadi faktor pertimbangan Pengadilan Agama Siak Sri 

indrapura dalam memutuskan untuk memindahkan Lokasi sidang keliling?  
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